BAB I11
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP IBU HAMIL YANG

MENYEBABKAN KEMATIAN PADA JANIN DALAM KUHP

A. Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang
Mengakibatkan Kematian Janin
Tindak pidana penganiayaan terdiri dari kata: 'd@kdpidana” dan
"penganiayaan”. Dalam hukum positif, kata "tindaldgma" merupakan
terjemahan dari istilah bahasa Beland#&rdafbaarfeit, namun pembentuk
undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan sec@@ mengenai
"straafbaarfeit. ®* Perkataan féit’ itu sendiri di dalam bahasa Belanda
berarti “sebagian dari suatu kenyataan” ataeen‘ gedeelte van de
werkelijkheid”, sedand'strafbaar” berarti “dapat dihukum”, hingga secara
harafiah perkataatstrafbaar feit” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian
dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang rsumaiang tentu tidak
tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa ydagat dihukum itu
sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan lekegmataan, perbuatan
ataupun tindakaft'
Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa perokemdang-undang
tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai dpena®mya yang ia
maksud dengan perkatagtrafbaar feit”, maka timbullah di dalam doktrin

berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yanggiichdkengaristrafbaar

8Evi Hartanti, Tindak Pidana KorupsiJakarta: Sinar Grafika, 2006, him. 5.
8 amintang,Dasar-Dasar Hukum Pidana IndonesiBandung: Sinar Baru, 1984, him.
172.
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feit” tersebut., misalnya perbuatan pidana, peristinvdana, perbuatan-
perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diandamgan hukum dan
perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukumantiselak pidan&®

Dalam hubungan ini, Satochid Kartanegara Ilebih oogd
menggunakan istilah‘delict” yang telah lazim dipakaf® R. Tresna
menggunakan istilah “peristiva pidan&". Sudarto menggunakan istilah
"tindak pidana'®® demikian pula Wirjono Projodikoro menggunakanlasti
"tindak pidana” yaitu suatu perbuatan yang pelakuhapat dikenakan
hukuman pidan&® Akan tetapi Moeljatho menggunakan istilah “perlanat
pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatuaat hukum, larangan
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pi@areatu, bagi barang siapa
melanggar larangan terseit.

Adapun tentang kata “penganiayaan” merupakan kigahserhadap
tubuh, dan telah diatur dalam pasal 351-358 Kitatldvng-undang Hukum
Pidana (KUHP). Penganiayaan dalam bentuk pokokrdiskan dalam pasal
351 dengan redaksi sebagai berikut:

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjanagpaima dua tahun
delapan bulan atau denda paling banyak tiga rapial.

(2) Jika Perbuatan mengakibatkan luka-luka beragyaersalah dikenakan
pidana penjara paling lama lima tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana ganpaling lama tujuh
tahun.

%K. Wancik SalehTindak Pidana Korupsi dan Suapakarta: Ghalia Indonesia, 2007,
him. 15.

8satochid Kartanegara, tthukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagiantk, Balai Lektur
Mahasiswa, him. 74.

8R. TresnaAzas-Azas Hukum Pidandakarta: PT Tiara Limit, t.th, him. 27.

#3udartoHukum Pidana,|Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990, him. 38.

8\Wirjono Prodjodikoro Asas-Asas Hukum Pidana Indonesiandung PT Eresco, 1986,
him. 55.

“Moeljatno,Asas-Asas Hukum Pidandakarta: Rineka Cipta, 2002, him. 54.
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(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja metasaRkatan.
(5) Percobaan melakukan kejahatan tidak dipid&ha.”

Dari rumusan pasal di atas, dapat diketahui bamdang-undang hanya
berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutisam-unsur dari tindak
pidana penganiayaammishendeliny itu sendiri. Sebab sangat sulit untuk
membuat rumusan atau definisi mengenai penganiakaaena terdapat
banyak cara untuk melakukan penganiaydaHanya dijelaskan mengenai
kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain), skemgan penganiayaan.
Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan i iebsengajaan
menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pabalt orang lairt®

Berkaitan dengan sejarah pembentukan pasal terkaila-mula
ditemukan dalam rancangan undang-undang dari petaleri Belanda
rumusan “dengan sengaja mengakibatkan rasa sd&imhdabuh orang lain,
dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang Renumusan ini dalam
pembicaraan parlemen Belanda dianggap tidak tepank meliputi juga
perbuatan seorang pendidik terhadap anak didikaigm, perbuatan seorang
dokter terhadap pasiennya. Keberatan ini diakui ekabannya, maka
perumusan diganti menjadi "penganiayaan“ dengarjefzsan bahwa ini
berarti berbuat sesuatu dengan tujuaog(merl untuk mengakibatkan rasa

sakit®*

125
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1 Moeljatno,Kitab Uundang-undang Hukum Pidan#akarta : Bumi Aksara, 2009, him.
%2 Andi Hamzah Delik-delik Tertentu dalam KUHRJakarta: Sinar Grafika, 2010, him.

% Lamintang,Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tullain Kesehatan

Jakarta : Sinar Grafika, 2010, him. 132

% Wirjono Prodjodikoro Tindak-tindak Pidana Tertentu di IndonesBandung: Grafika

Aditama, 2008, him.66
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Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan teldbkok@an tindak
pidana penganiayaan jika terdapat kesengajepmef) yang terbatas pada
wujud tujuan®™ dalam diri pelaku untuk melakukan perbuatan yang
menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka pada tubtdng lain, dan
merugikan kesehatan orang l&inKesengajaan di sini menurut yurisprudensi
dari putusan pengadilan Amsterdam 27 April 1939, 939 No. 554 (J.M.
Van Bummelen W.V.C Van Hattum, 1954 : 225) adalabksod sifat
perbuatan yang menyebabkan cidera pada bHdan.

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu hamsipakan suatu
tujuan dan bukan suatu cara untuk mencapai tujaag yapat dibenarkan.
Misalnya perbuatan seorang dokter gigi mencabui g#giennya karena
dipandang sudah tidak ada gunanya.

Meskipun demikian kesengajaan tidak harus secagslag ditujukan
pada perbuatan yang diperuntukan membuat orangnairasa sakit atau
menjadi terganggu kesehatannya. Akan tetapi, rasid atau terganggunya
kesehatan orang lain tersebut, dapat saja terguhgsi akibat daropzet
pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain. inlabecara tegas telah
dinyatakan oleh Hoge Raad dalamestnya tertanggal 15 Januari 1934, N.J.
1934 halaman 402, W 12724 yang mengatakan sebagai berikut:

“Kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tentglang besar
kemungkinannya dapat menimbulkan perasaan sangdtpsala orang

% Ibid, him. 67

% Lamintang,Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tullain Kesehatan
op.cit, him. 132

9 Andi Hamzah]oc.cit

% | amintang,Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tuldlain Kesehatan
op.cit, him. 133
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lain merupakan suatu penganiayaan. Tidaklah mesjzali bahwa dalam
kasus iniopzetpelaku telah tidak ditujukan untuk menimbulkangsaan
sangat sakit seperti itu, melainkan telah ditujukeapada perbuatan untuk
melepaskan diri dari penangkapan oleh seorang Eegemlisi.”°
Dimaksud mengenai kesengajaan merugikan kesehatam gpbasal 351
ayat (4) KUHP, menurut pendapat Simons yang dikolgh Lamintang
bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan merugilsah&ian (orang lain)
lalah perbuatan menimbulkan penyakit atau membeiayakit yang diderita
(orang lain) menjadi lebih berat. Lebih lanjut i@merangkan bahwa tidak
ada alasan untuk tidak memasukkan perbuatan mdrkebderganggunya
keadaan psikis orang lain ke dalam pengertiafitfya.
Kesengajaan merugikan kesehatan orang lain di ikanlah suatu
penganiayaan, melainkan hanya disamakan denganamaggan oleh
undang-undang. Sedangkan dalam hal gugur atauyaganin, jika dilihat
dalam rumusan pasal 351 KUHP tidak secara langso@iggatur tentang
penganiayaan yang mengakibatkan mati atau gugyanyayang dikandung
oleh seorang perempuan. Akan tetapi redaksi ikaiedengan redaksi pasal
90 KUHP yang memasukkan gugur atau matinya janibaga luka berat
dengan redaksi sebagai berikut:
Pasal 90 KUHP, Luka berat berarti:

» Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memiagapan akan sembuh
sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

» Tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jalettan pekerjaan
pencarian;

» Kehilangan salah satu panca indra;

* Mendapat cacat berat;
* Menderita sakit lumpuh;

% 1bid., him. 134
100 1hid., him. 141
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» Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
« Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempan.”

Mengenai pengertian luka berat pada rumusan astliisgbut. zwaar
lichamelijk letsel” diterjemahkan dengan “luka badan berat” yang wselal
disingkat dengan luka berat. Sebagian pakar menyé&lka parah” karena
tidak tepat memakai kata berat pada luka. Umumrata kerat dimaksud
untuk menyatakan ukurdff Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesiti
kata parah dicantumkan antara lain : “1) beratg)uR) payah (penyakit); 3)
keadaan kesulitan yang sangat.”

Selain itu, penganiayaan yang mengakibatkan gugur matinya janin
juga diatur dalam pasal 360 KUHP, tetapi perbuatmsebut dilakukan
dengan adanya unsur kelalaianlpd. Meskipun sama dengan redaksi pasal
351, dalam pasal 360 juga tidak secara langsungbulkan mengenai
menyebabkan gugur atau matinya janin. Tetapi hamgaggunakan redaksi
“luka berat” yang dengan Undang-undang Nomor 1 hah@60 tentang
Perubahan Kitab Undang-Undang Pidana, Lembaran rdlegahun 1960
Nomor 1, oleh Presiden Republik Indonesia rumusesalp360 KUHP telah
diubah dan berbunyi sebagai berikut :

“(1) barang siapa karena kesalahannya menyebabkag tuka berat
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanyatiiman atau dengan
pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.

(2) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkang ol@n
mendapatkan luka-luka sedemikian rupa sehinggautimpbnyakit atau

halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pancaslama waktu
tertentu, diancam dengan pidana penjara paling kEasnebilan bulan atau

191 Moeljatno,op.cit, him. 36
192 | eden MarpaungTindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubdhkarta: Snar Grafika,
2005, him. 53
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kurungan paling lama enam bulan atau denda paihggittiga raatus
rupiah.”%

Ketentuan pidana dalam pasal di atas memiliki unsgur sebagai
berikut. Pertama unsur subjektif karena salahny&edua,unsur objektif:1)
menyebabkan, 2) orang, 3) luka béPat4) luka yang demikian rupa, 5)
menjadi sakit sementara, 6) tidak dapat menjalanjdratannya atau
pekerjaannya sementdfs.

Pasal 360 KUHP tampak bermaksud untuk mendampiagalp351
KUHP dan seterusnya tentang penganiayaan. Dalam yamg dikenai
hukuman pidana tidak hanya perbuatan menyebabkarolang lain dengan
sengaja tetapi juga dengan kesalahaunlp@ yang tidak merupakan
kesengajaan. Akan tetapi, tidak semua perbuatamukaielorang dengan
kesalahan dijadikan tindak pidana. Yaitu, hanyabég@derdapat luka berat
yang artinya ditentukan dalam pasal 90 KUHP, at&a lyang menyebabkan
seseorang menjadi sakit maupun sementara tidalbeisaja™*°

Jika melihat pada unsur kesalahannya, yang dimé&ksudi sini tidak
hanyaculpain causa yakni kesalahan seseorang dalam arti sebenakkga.
tetapi termasuk pula ke dalam pengertsmhuld atau karena salahnya itu
adalah juganvoorzichtigheicatau kekurang hati-hatian danachtzaamheid

atau karena kurang perhati®h.

193 Moeljatno,op.cit, him. 127

194 | amintangop.cit, Im. 233

1% |bid, him. 235

1% Wirjono ProdjodikoroTindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesig.cit, him. 81.

197" Lamintang,Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tublah Kesehatan
op.cit, him. 233
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Sedangkan yang dimaksud dengan orang ialah oraimg kiecuali
pelakunya sendiri. Karena undang-undang tidak metarorang karena
salahnya telah menyebabkan dirinya sendiri lukatd&t

Dalam ayat (2) dibuat perbedaan antara lukan desg&it. Di mana
untuk adanya sakit itu hanya dapat dipandang da@a Karena perbuatan
pelaku itu telah ditimbulkan suatu gangguan padeip@nya organ-organ di

dalam tubuh hingga tidak dapat bekerja sepertabiges

Tindak Pidana Atas Janin dalam KUHP

Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemah data Kabortus
provocatus”yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan derfgembuat
keguguran™® Di dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatu
tentang tindak kejahatan yang ditujukan pada janin.

Pasal 346, mengatur mengenai seorang perempuannyamggugurkan
kandungannya. Pasal 347, mengatur tentang penggugian pembunuhan
kandungan tanpa adanya persetujuan dari perempaag mengandung.
Pasal 348, mengatur tentang pengguguran dan petmdninkandungan
dengan persetujuan dari perempuan yang mengandarakhir ialah pasal
349 tentang keterlibatan dokter, bidan atau jurat alalam pengguguran dan
pembunuhan kandungan.

Jika diamati keempat pasal tersebut, maka dapatatiki bahwa ada tiga

unsur atau faktor dalam kasus pengguguran kandulgdmni janin, ibu yang

1% Ipid, him. 234
199 Ipid, him. 235
110" | eden Marpaunglindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubap.cit, him. 46.
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mengandung, dan orang ketiga yang terlibat dalanmggueguran tersebut.
Tujuan pasal-pasal tersebut ialah untuk melindyagin. Sedangkan janin
sendiri dalamKamus Besar Bahasa Indonegiigartikan sebagai “1) bakal
bayi (masih di kandung) 2) embrio yang sudah melebiur dua bulan***
Akan tetapi yang akan dibahas dalam skripsi inePa46, 347 dan 348
KUHP. Ketiga pasal tersebut berkaitan secara lamgsiengan tema skripsi
ini. Selain ketiga pasal tersebut juga akan dibaeasang tindak pidana
penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalanm paéakKUHP serta
karena lalainya telah melakukan penganiayaan yamyeiabkan luka berat
dalam pasal 360 KUHP.
1. Pengguguran dan Pembunuhan Kandungannya Sendiri
Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh pererntpussndiri
itu dicantumkan dalam pasal 346 KUHP yang redalssgpagai berikut:
"Seorang perempuan yang dengan sengaja menggugatkan
mematikan kandungannya atau menyuruh orang laurkutu, dipidana
dengan pidana penjara paling lama empat tahtdn."
Unsur-unsur dari rumusan tersebut ialah:
* Unsur objektif:
v Pelaku :seorang wanita
v' Perbuatan : menggugurkan, mematikan, menyuruh oréaig
menggugurkan dan menyuruh orang lain mematikan.

v' objek : kandungan sendiri

111 DepdiknasKamus Besar Bahasa Indones2®02, Jakarta: Balai Pustaka, him. 458.
112 Moeljatno,Kitab Uundang-undang Hukum Pidarep.cit, him. 142
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* Unsur subjektif : dengan sengdja Kesengajaan di sini ditujukan pada
gugurnya atau matinya kandungan, jadi bukan atasaien®*

Jika melihat unsur-unsur di atas, maka dapat dikamubahwa
terdapat empat perbuatan yang dilarang dalam regaksl 346 KUHP.
Yakni menggugurkan kandungan, mematikan kandunganyuruh orang
lain menggugurkan kandungan dan menyuruh orang maé@matikan
kandungan.

Dimaksud dengan menggugurkan kandungadrijving) ialah
melakukan perbuatan yang bagaimanapun wujud damyarterhadap
kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibahya bayi
atau janin dari rahim perempuan tersebut sebeluktwwga dilahirkan
menurut alam. Lahirnya bayi atau janin sebelum wakd yang menjadi
maksud atau telah diketahui oleh pelaku. Perbuatamaksa lahirnya
janin sebelum waktunya disebut seba@irtus provocatu$'

Mengenaiabortus provocatuserdapat dua hal yang penting sebagai
syarat berlakunya pasal 346 KUHRertama bayi atau janin harus keluar
dari rahim dan keluarnya terjadi karena paksaah perbuatan. Artinya
lahir belum waktunya menurut kebiasaan.

Kedug ketika dilakukan pengguguran itu, bayi atau jdmnus dalam
keadaan hidup atau boleh dalam keadaan mati. mengeadaan ini

terdapat dua pendap&endapat pertamanenyatakan bahwa perbuatan

113 Adami ChazawiKejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawiakarta : Raja Grafindo
Persada, 2001, him. 113

114 Andi HamzahDelik-delik Tertentu dalam KUHRlakarta: Sinar Grafika, 2010, him.
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115 Adami Chazawipp.cit, him. 113
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menggugurkan kandungan boleh dilakukan terhadapdtay janin yang
dalam kenyataannya sudah mati sebelum perbuatanggmgumrkan
dilakukan. Adapun alasannya ialah dalam rumusaal (36 KUHP tidak
menyebutkan syarat bahwa janin atau bayi dalammratoi masih hidup,
dan oleh karenanya boleh terhadap janin atau lzng gudah mati, cukup
dengan yang bersangkutan mengiranya sudah hiéapdapat kedya
sebaliknya. bahwa pada saat melakukan perbuatagguguarkan, janin
atau bayi dalam rahim perempuan itu harus dalamdaea hidup.
Alasannya ialah sangat ganjil jika dilakukan padgilatau janin yang
sudah mati. Karena seharusnya terhadap janin atguyang sudah mati
harus digugurkan. Selain itu, kejahatan yang dipasal 346 termasuk
dalam bab ke sembilan belas tentang kejahatandaphayawa, maka
objek kejahatannya adalah nyawa. Artinya ialah yamgnjadi obyek
kejahatan ini adalah adanya kehidupan, bukan segaat sudah mati.

Soenarto Soerodibroto menerangkan bahwa terdalpaalsarrest (1-
11-1897) yang menerangkan bahwa, "Pengguguran kgadaya dapat
dipidana, apabila pada waktu perbuatan itu dilakitkendungannya masih
hidup.**®

Perbuatan berikutnya ialah mematikan kandungantuY@aérbuatan
yang dengan bentuk atau cara apa pun terhadap rkgenduseorang

perempuan, yang dari perbuatan itu menimbulkanaakibatinya janin

118 1bid., him. 114.
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atau bayi dalam rahim perempuan itu. Artinya yaimgattsud di sini ialah
mematikan suatu kehidupan dalam rahim seorang petem

Jika dilihat dari sisi kesengajaan maka yang mergdan dalam
perbuatan ini ialah kesengajaan lahirnya janin &t dari dalam rahim
dan kematian bayi atau janin dari dalam rahim. iHatentunya berbeda
dengan perbuatan menggugurkan kandungan, yang kesengajaannya
terdapat pada tujuan keluarnya janin dari dalarimral’ Maka perbuatan
mematikan dianggap telah selesai atau terwujudiabeteenimbulkan
akibat kelahiran dan kematian bayi tersebut.

Sedangkan apabila bayi atau kandungan keluar dagata masih
hidup lalu dibunuh, maka perbuatan tersebut merupgkembunuhan
yang dipikirkan terlebih dahulumoord. Artinya tidak dapat dikategorikan
sebagai delik pengguguran kandungan jika anakkterseluar dan hidup
walaupun memakai alat untuk menggugurkan kanduh§an.

Selanjutnya ialah perbuatan menyuruh. Perbuatanyungm di sini
diartikan sebagai sekedar perbuatan menyuruh dakimharfiah atau
menganjurkan seperti yang telah diatur pada pdsalat 1 sub 2 KUHP.
Dalam hal ini perempuan yang menyuruh lakukan meggdan atau
mematikan dipidana dengan pasal 346 KUHP. Sedangkang yang
disuruh melakukan perbuatan tersebut dipidana péd@nggaran pada
pasal 348 KUHP yang akan dibahas selanjutnya. Kexhsal tersebut

memiliki alasan yang menjadikan kedua pelaku dalgbidana. Yaitu

"7 Ibid, him. 116
118 Andi hamzahpPelik-delik Tertentu dalam KUHRp.cit, him. 64.
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sebelum atau setidak-tidaknya pada saat perbuatalai rdilakukan
mereka mempunyai kesengajaan kehendak yang samaaaergugur atau
matinya kandungan.

Perlu diketahui bahwa unsur kesengajaan dalam B&aIKUHP
mendahului semua unsur lainnya. KesengajagzgttelijR di sini harus
diartikan secara luas, termasuk ketiga bentuk kmegaan. Yakni
kesengajaan sebagai tujuan, kepastian dan kemuamgkin
Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan Tanpa Persetujuan
Perempuan Y ang Mengandung

Kejahatan ini diatur dalam pasal 347 dengan reds{sagai berikut:

"(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkannataoatikan
kandungan seseorang perempuan tanpa persetujuamipiaana
dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya peuamgersebut,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tatgin

Pasal 347 KUHP Merupakan tindak pidana mengguguri&au
mematikan kandungan yang terberat ancaman pidanBap#an menurut
ayat 2 dapat dijatuhi pidana penjara setinggi-timgm 15 tahun yang
disamakan dengan pembunuhan biasa (338 KUHP). iHalikarenakan
akibat dalam ayat 2 menjadi faktor pemberatan gid&n

Unsur-unsur pidana dalam pasal 347 KUHP:

* Unsur objektif :

v' Perbuatan : menggugurkan, mematikan

v' Objek : Kandungan seorang perempuan

119 Moeljatno,Kitab Uundang-undang Hukum Pidarap.cit, him. 344
120 Adami Chazawipp.cit, him. 120
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v' Tanpa persetujuan perempuan itu.
* Unsur subjektif : dengan sengadfa. Kesengajaan di sini, ditujukan pada
gugur dan matinya kandungan.

Tanpa persetujuan artinya, perempuan itu tidak imemdgki akibat
gugurnya atau matinya kandungan. Itu tidak selalaktsetuju terhadap
wujud perbuatannya. Bisa jadi terhadap perbuataig yilakukan orang
lain itu disetujuinya baik secara diam-diam mauperang. Akan tetapi
karena dia tidak mengetahui bahwa akibat perbuatakehamilannya
akan keguguran atau mati. Bahkan, jika wanita bertsénanya telah
menolak atau telah tidak meminta agar kandungamigagurkan atau
janin dalam kandungannya dibunuh. Maka perbuatasehat telah
termasuk dalam kategori tanpa persetujuan.

Tanpa persetujuan dapat terjadi dalam beberapa rgkiman.
Diantaranya terjadi dalam hal perempuan tersetiak tmengetahui bahwa
perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu dimdksn untuk
menggugurkan atau mematikan kandungan. Misalnyardkéadaan sakit,
kemudian dengan sengaja disuntikan sebuah obatpel@wat kesehatan
yang obat itu mematikan atau menggugurkaan kanaumyga Bisa juga
terjadi dalam hal perempuan itu mengetahui pernuatang lain terhadap
kandungannya dapat berakibat pada mati atau guglarydungan, tetapi
ia tidak berdaya karena berada dalam paksaan dekejarasan atau

ancaman dengan kekerasan.

121 1bid, him. 121.
122 1bjd., him. 120.
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Dalam RUU KUHP Tahun 1993, pasal 346 dan 347 tdiammbil alih
dalam pasal 447 ayat (2) dan ayat (3) yang pemjelessminya antara lain
adalah sebagai berikut :

“Pasal ini sama dengan pasal 346 dan 347 KUHP |&asal ini
dirumuskan dalam rangka melindungi kandungan sgopamempuan.
Itu berarti jika yang digugurkan adalah kandungangysudah mati,
maka ancaman pidana dalam pasal ini tidak berla&u tdak dapat
diterapkan. Tidak relevan di sini untuk menentulaara-cara atau
sarana apa digugurkan atau dimatikan kandungampesn itu. Yang
penting dan yang menentukan adalah akibat yanmidlifkan, yaitu
gugur atau matinya kandungaif®

3. Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan Atas Persetujuan
Perempuan Yang Mengandung

Kejahatan dalam bentuk ini dirumuskan dalam pagaliKdUHP yang
berbunyi sebagai berikut:

"(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan esmatikan
kandungan seorang perempuan dengan persetujuaipiyana dengan
pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.

(2) Jika perbuatan itu menyebabkan matinya peremper@gebut,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tatn.

Adapun unsur-unsur pidana dalam redaksi pasalsdiatah sebagai
berikut:

* Unsur-unsur objektif :
v' Perbuatan : menggugurkan, mematikan

v' Objek : kandungan seorang perempuan

v Dengan persetujuan

123 | eden Marpaunglindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubap.cit, him. 48.
124 Moeljatno,Kitab Uundang-undang Hukum Pidarap.cit, him.124.
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* Unsur Subjektif : dengan sengdfa.

Kedua unsur di atas diikuti oledpzet(kesengajaan). Artinya, pelaku
harus mengetahui secara pasti, bahwa wanita yandukgannya akan
digugurkan atau janinnya akan dibunuh itu secagastdelah melarang
atau secara tegas telah menyatakan persetujuangrygemai maksudnya
akan menggugurkan kandungannya atau maksudnya umé&rkbunuh
janin yang berada dalam kandungantfya.

Persetujuan artinya dikehendaki dengan orang Hiirsini ada dua
orang atau lebih yang memiliki kehendak yang sarlaatiap gugur atau
matinya kandungan itu. Syarat terjadinya persetuadalah harus ada dua
pihak yang mempunyai kehendak yang sama.

Pembentuk undang-undang dalam pasal 347 dan 348 PKUH
menggunakan kata-kata tanpa izinnya dan denganyainseolah-olah
maksud menyebabkan gugurnya kandungan atau majanya yang
berada dalam kandungan seorang wanita itu harwngladari pelaku,
setidak-tidaknya harus datang dari orang lain setdri wanita yang
mengandung itu sendif®

Akan tetapi di sini tidak dipermasalahkan dari masal datangnya
inisatif untuk dilakukan pengguguran atau mematikamdungan itu.
Karena yang penting adalah sebelum atau pada ssaulai perbuatan

menggugurkan atau mematikan kandungan, gugurnya atatinya

125 Adami ChazawiKejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa.cit, him.122
126 | amintang,Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadagp.cit, him. 102
127 Adami Chazawipp.cit, him.122

128 | amintangop.cit, him. 103
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kandungan tersebut sama dikehendaki baik oleh per@m yang
mengandung maupun oleh orang yang melakukan perbtesebut®
Seperti dalam pembahasan sebelumnya, unsur “taimgadan unsur
‘dengan izin” dalam rumusannya terletak dibelakanguropzettelijk™*°
Ini berarti bahwa untuk dapat disebut telah melakulsuatuabortus
provocatusitu disyaratkan adanya suatu kesengajaan. Denggamkign,

maka abortus provocatustu sebenarnya merupakan suatu pengguguran

yang dilakukan dengan kesengajaapzettelijk afdrijing.'*

Berbeda dengan rumusan pasal 347 dan 348 KUHReldn&a kedua
pasal tersebut telah digabung dalam pasal 296inHdEesebabkan karena
berubahnya pandangan mengemdiortus tentang diperbolehkan atau
tidaknya dilakukan, jika hal tersebut berkaitan ghen keselamatan
seseorang. Selain penggabungan kedua pasal tersebutsannya pun
berubah sebagai berikut:

“(1) Barang siapa memberi perawatan kepada seqrargmpuan,
sedangkan dia tahu atau patut dapat disangka, balemgan itu
kehamilan dapat gugur, diancam dengan pidana pepaling lama
enam tahun atau denda kategori IV.

(2) Jika Perbuatan itu mengakibatkan kematian ke padempuan
itu, diancam dengan pidana penjara paling lama é¢ahom atau denda
kategori IV.

(3) Jika perbuatan itu dilakukan tanpa persetujpam®mpuan itu,
diancam dengan pidana penjara paling lama dua tsias atau denda
kategori V.

(4) Jika perbuatan itu dilakukan tanpa persetujp@mempuan itu
dan mengakibatkan kematian diancam dengan pidangarpepaling
lama lima belas tahun atau denda kategori V.

129 Adami Chazawi,Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawdakarta: Raja Grafindo
Persada him. 122.

130" | amintangop.cit, him. 105

! Ibid., him. 106
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(5) Delik tersebut pada ayat (1) tidak dipidanaajiklalam
perawatan itu dilakukan oleh dokter di suatu rureakit atau klinik, di
tempat mana perawatan demikian berdasarkan undafang
pengguguran kandungan dapat dilakuk&n.”

Dengan demikian, rumusannya pun mengalami perub&beab di
dalam pasal satu, ancaman terhadap perbuatan pemggukandungan
tidak sebatas pada unsur kesengajaan. Melainkanjdis dikarenakan
unsur kelalaian (patut dapat menyangka). Selain pangguguran
kandungan juga dapat dilakukan jika dilakukan bemdean alasan dan
tempat seperti rumah sakit dan klinik yang dibeaarlsesuai dengan
ketentuan undang-undang.

Sedangkan di dalam KUHP Indonesia tidak mengeuigia afdrijing
sehingga jika terjadi karena salahnya seseorangyakdratkan seorang
wanita keguguran. Maka ia harus dituntut karenaanggar larangan yang
diatur dalam pasal 360 KUHP yang mengatur tentaajplean seseorang
yang mengakibatkan luka berat yang redaksinya sebagkut:

“Barang siapa karena salahnya menyebabkan orang lai
mendapatkan luka berat dipidana dengan pidana raergalama-
lamanya lima tahun atau dengan pidana kurungamadimanya satu
tahun.*33

Sedangkan dalam habortusini, yang menjadi objek tindak pidana
ialah kandungan yang ada di dalam perut si ibuabubunya sendiri.
Apabila yang menjadi sasaran adalah ibunya, bukadwngannya. Maka

seseorang yang menyebabkan pengguguran tanpaniiziapat dianggap

melakukan tindak pidana dengan sengaja melukat beaag lain dalam

132 Andi HamzahPelik-delik Tertentu dalam KUHRp.cit, him. 66-67.
133 Moeljatno,Kitab Uundang-undang Hukum Pidarap.cit, him. 127
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pasal 354"* Ini berhubungan dengan pasal 90 yang memasukkan
menggugurkan kandungan atau membunuh kandungaralken dstilah

luka berat.

C. Ajaran Concursusdalam KUHP

Adakalanya seseorang melakukan beberapa perbuakaligsis
sehingga menimbulkan masalah tentang penerapankggmdian yang
sekaligus atau serentak tersebut disebut samenyaog dalam bahasa
Belanda juga disebsamenloop vastrafbaar feitatauconcursus>°

Gabungan hukuman/perbuatan itu dalam hukum pasiéfupakan
ajaranconcursusatausamenloopyang menurut E. Utrecht yaitu satu orang
melakukan beberapa peristiwva pidaria. Pada dasarnya yang dimaksud
dengan gabungan hukuman ialah terjadinya dua akalu tindak pidana oleh
satu orang di mana tindak pidana yang dilakukatapex kali belum dijatuhi
pidana, atau antara tindak pidana yang awal detigdak pidana berikutnya
belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pada peemgan juga terdapat
lebih dari suatu tindak pidana yang dilakukan odsltu orang. Perbedaan
pokoknya ialah bahwa pada pengulangan tindak pidgareg dilakukan

pertama. atau lebih awal telah diputus oleh hakemgdn mempidana pada si

134 Wirjono Prodjodikoro Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonegig.cit, him. 75.

133 eden MarpaungAsas — Teori — Praktik Hukum Pidarap.cit , him. 32

138 Utrecht,Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana, bp.cit, him. 137. Lihat pula
JonkersHukum Pidana Hindia Belandap.cit, him. 2005
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pembuat, bahkan telah dijalaninya baik sebagiam s¢turuhnya. Sedangkan
pada perbarengan syarat seperti pada pengulanigddati diperlukart®’

Pengertian yang sama dengan redaksi berbeda dikdmuk
Lamintang bahwa gabungan hukuman terjadi apabidatim suatu jangka
waktu yang tertentu, seseorang telah melakukanh tripada satu perilaku
yang terlarang, dan di dalam jangka waktu tersebanng yang bersangkutan
belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, r@realah satu dari
perilaku-perilaku yang telah ia lakukAs.

Apabila di dalam jangka waktu seperti dimaksudkaratds, orang
tersebut pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilarernaa salah satu dari
perilaku-perilaku yang telah ia lakukan, maka oradgk dapat lagi berbicara
mengenai adanya suasamenloopmelainkan mungkin saja mengenai suatu
pengulangan atau suatecidive seperti yang dimaksudkan di dalam Bab ke-
XXXI dari Buku ke-Il Kitab Undang-undang Hukum Pie3°

Mencermati keterangan di atas, dapat disimpulkanggabungan
hukuman adalah suatu atau beberapa tindak pidamg giakukan oleh 1
(satu) orang pelaku yang pada dasarnya:

a. Melanggar lebih dari 1 (satu) ketentuan Undang-ogdRidana.
b. Dapat dilakukan pada suatu waktu saja atau padardyed waktu tertentu.
c. Perbuatannya boleh saja:

1) sama atau berbeda kelasnya (termasuk kejah@iapelanggaran);

2) sejenis atau berbeda jenis hukuman pokoknya;

13’Adami ChazamiPelajaran Hukum Pidanap.cit, him. 109
13 AF LamintangDasar-Dasar Hukum Pidana Indonesip.cit, him. 643.
139 4;

1bid
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3) berat atau ringan kualitas/kadarnya;

4) berkadar kajahatan/pelanggaran murni atau diganpula oleh suatu
atau beberapa latar belakang sampingan lainnyaalkais latar
belakang politik, kesusilaan, ekonomi dan sebagainy

d. Atas perbuatan-perbuatan tersebut belum pernahtultijaputusan
sebelumnya, sehingga perbuatan-perbuatan tersddaumt @igabungkan
terlebin dahulu untuk kemudian dijatuhi 1 (satu)tusan sekaligus
terhadap pelakuny4?®

Gabungan hukuman itu, oleh pembentuk undang-unidéeiy diatur di
dalam Bab ke-VI dari Buku ke-l Kitab Undang-undadgkum Pidana atau
tegasnya di dalam pasal 63 sampai dengan pasalJHPKyaitu berkenaan
dengan pengaturan mengenai berat-ringannya hukyerandapat dijatuhkan
oleh seorang hakim terhadap seorang tertuduh yelab melakukan lebih
daripada satu perilaku yang terlarang, yang penkaratelah diserahkan
kepadanya untuk diadili secara bersama-sama.

Dari pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahvand&ukum pidana
Indonesia ada beberapa teori yang dianut berkadtangan gabungan
hukuman ini. Teori-teori tersebut adalah teori peapan biasa, penyerapan
keras, berganda yang dikurangi dan teori bergareda b

Pokok permasalahan dalam hatoncursus atau samenloop

(penggabungan hukuman) ialah pengenaan pistaatibemetingterhadap

orang yang bertanggung jawab atas pemenuhan bebketpntuan hukum

1Ridwan Halim,Hukum Pidana dalam Tanya Jawatp.cit, him. 142
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pidana. Berhubung dengan hal tersebut KUH Pidanageral empat
stelselsistem yang terdiri dari dugtelselpokok yaitu ‘Absorptie Stelséldan
"Zuivere Cumulatle Stelseldan dua stelsel antara yaitu Verschrepte
Absorptie StelseldjanGematigde Cumulatie Stelsel
1. Absorptie Stelsidistem hisapan, yang dikenakan hanya pidana yang
terberat saja. Pidana lainnya seakan-akan terkesdplamnya.
2. Zuivere Cumulatie Stelgsistem himpunan yang murni. Sejumlah pidana
dijatuhkan dengan tidak diadakan pengurangan.
3. Verschrepte AbsorptieStelselsistem hisapan yang diperkeras. Pidana
yang terberat ditambah dengan sepertiga dari maiksim
4. Gematigde Cumulatie Stelsastem himpunan yang terbatas. Beberapa
pidana dijatuhkan akan tetapi jumlah semuanya tidaleh melebihi
daripada lamanya pidana terberat ditambah sepeyada
Bentuk-bentuk penggabungan hukuman sebagai berikut
I. Eendaadse Samenloop/Concursus idéjaisungan dalam satu perbuatan.
II. MeerdaadseSamenloop/Concursus regéibungan dalam beberapa
perbutan
lll. Voortgezette Handeligerbuatan berlanjdf?
Eendaadse Samenloop/Concurrus Ideaken artinya satu,daad
artinya perbuatarEendaadse samenloderjadi apabila seseorang melakukan

satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbutataim memenuhi

IR, TresnaAzas-Azas Hukum Pidandakarta: PT Tiara Limited, him. 158.

“2Martiman ProdjohamidjojoMemahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia
Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997, him. 63. Lodbygman, Percobaan, Penyertaan dan
Gabungan Tindak Pidandakarta: Universitas Tarumanegara, 1996, him. 119
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beberapa perumusan ketentuan hukum pidana; untakukoani istilah

berbarengan amat tepat. Contoh:

1. Perkosaan terhadap seorang perempuan di tamannyangakan tempat
bagi umum, adalah sesuai perumusan pasal 285 Kl@gH§ad ancaman dua
belas tahun dan pasal 281 KUHP dengan ancamamklua tielapan bulan.

2. penipuan yang dilakukan dengan mempergunakan dokyraksu adalah
sesuai perumusan pasal 378 KUHP dengan ancaman t&hpa dan pasal
263 (2) KUHP dengan ancaman enam tahun.

3. melawan seorang pegawai negeri dengan kekerasag, mangakibatkan
pegawai negeri itu mendapat luka berat adalah spsaamusan pasal 212
KUHP dengan ancaman satu tahun empat bulan dan pasaKUHP

dengan ancaman lima tahun.

Dari contoh di atas terlihat bahwa hanya ada satistpwva (perbuatan)
fisik, tetapi satu peristiwa tersebut memenuhi parsan beberapa peraturan
dalam hukum pidana. Pidana apakah yang dapat liatu terhadap
perbuatan yang demikian.

Pasal 63 KUHP (terjemahan) menentukan:

(1) Jika sesuatu peristiwa termasuk perumusan apheketentuan pidana,
maka hanyalah dikenakan satu dari ketentuan ita, gé&ja pidananya
berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yengerat pidana
pokoknya.

(2) Jika sesuatu peristiwa yang terancam oleh keten hukum pidana
umum/ketentuan hukum pidana khusus, maka keterttu&om pidana
khusus itu saja yang akan digunakan.

Menurut ketentuan pasal 63 KUHP, hanya satu pidsaja yang

dijatuhkan, apabila pidana pokoknya tidak sama nyakeay dijatuhkan ialah
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yang terberat. Ini berarti stelsel yang dipergunalksdah Absorptie Stelsel

Apa yang menjadi dasar pembuat KUHP menentukanngigang terberat

terhadap pelakaendaadse samenloddenurut Vos ada dua alasan, mengapa

KUHP menentukan demikialt?

1. Barangsiapa yang telah memberanikan diri untuk ko&kn delik yang
lebih berat, dia juga tidak akan segan-segan sglainelakukan delik yang
lebih ringan.

2. Maksimum pidana yang ditentukan dalam ketentuaranaidditujukan
kepada penanggung jawab peristiwa pidana yang gdlerat, sehingga
dilakukannya satu delik yang lebih ringan sekaligus tidak boleh
dijadikan alasan untuk memperberat pidana maksiteusebut.

Mengingat dua alasan itu maka Vos berpendapat hdaigan dua hal
saja dapat terjadtendaadse Samenloop/Concursus idealis

1. Dalam hal (dari luar) kelihatan hanya satu perastsaja, dengan kelihatan
hanya satu akibat saja. Tepat sekali hal semaaardisebut Concursus
idealis' yaitu hanya ada gabungam de idee(dalam pikiran). Atau seperti
yang dikatakan Menteri Kehakiman Belanda Mr. Moduanr, bahwa
concursus idealigni ialah: sebagai suatu perbuatan yang oleh rfisita
(lichameiijk oog dilihat sebagai perbuatan tunggal, sedangkan pikit@an
(Geestelijk oop melihat beraneka ragam pelanggaran kaidah, katena
lebih tepat lagi bileeendaadse samenlo@isebut Concursus Ab Normiis

/Concursus normatifContoh: memperkosa di pinggir jalan ra§/.

193 Utrecht,Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana dip.cit, him. 142.
“4Mustafa Abdullah dan Ruben Achmaudtisari Hukum Pidanaop.cit, him. 54.



80

2. Dalam hal yang lebih meragukan (dari luar kelihdiaberapa akibat) tetapi
masih juga salah satu di antara peristiwa itu ssbagnditio sinequa non
(kondisi yang tidak bisa tidak ada) untuk yang.l&@ontoh: A menembak
mati B yang duduk di belakang kaca. Pecahnya kede&laconditio sine

gua nonuntuk dapat membunuh B.



